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KEPALA DESA BONGKOK
RECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA BONGKOK
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BONGKOK
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BONGKOK

Menimbang : a Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebaga
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara
terbuka dan  bertanggungiawab  untuk  sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat desa;

b, Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggatran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun
sesual dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemanditian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan
dan  pembangunan menuju  masyarakat adil, makmur  dan
sejahtera;

¢ Hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurut & dan hurat b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025

Mengingat I R Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam  Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah  diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petubahan
Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuban
Persturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repollik
Indonesia Tahun 2019 Nomor JHE, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 639H),

i Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran
Negats Republik Indonesia Tahun J014 Nomor 7. Tambshan
Lembatan Negara Republik Indonesta Nomor 549%) Sebagaimana
telah diubah beberaps kali divbah terabbie dengan Undang-
Undang Nomor § Tahun 2024 tentang Perubatian Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dess (Lembaran Negars Republik
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Indonesia Tahun 2024 Nomor 69 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pe]aksa}naan Undang.-undangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Pemerinta? Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang b.ersumber dal:l Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan
Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
TransmigrasiNomor4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan
dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
TransmigrasiNomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran
Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
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Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor
3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk
Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2025;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 74Tahun 2016 tentang Perangkat
Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha
Milik Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bantuan Keuangan KepadaPemerintah Desa Untuk
Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Di Kabupaten Tegal;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2025;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar
Harga Satuan Pemerintah Desa Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Desa Bongkok Nomor 02 Tahun 2025 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bongkok Kecamatan
Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2025
Nomor 02);

Peraturan Desa Bongkok Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di desa Bongkok (Lembaran Desa
Bongkok Tahun 2019 Nomor 01).

Peraturan Desa Bongkok Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-
2024 Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
(Lembaran Desa Bongkok Tahun 2020 Nomor 06);

Peraturan Desa Bongkok Nomor 05 Tahun 2021 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki Desa Bongkok
{Lembaran Desa Bongkok Tahun 2021 Nomor 05);

Peraturan Desa Bongkok Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Bongkok Tahun 2025
(Lembaran Desa Bongkok Tahun 2024 Nomor 03);

Peraturan Desa Bongkok Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) desa Bongkok Tahun
2025 (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2024 Nomor 05);



Menctapkan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK

Dan
KEPALA DESA BONGKOK

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BONGKOK TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongkok
Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 2.053.923.356
2. Belanja Desa Rp. 1.860.170.715
Surpuls/Defisit Rp. 193.752.641
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 39.747.359
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 233.500.000
Selisih Pembiayaan(a-b) (Rp. 193.752.641)
Sisa Lebih/(Kurang) Rp. 0

Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APBDesa;

Daftar Penyertaan Modal,jikat ersedia;

Daftar Dana Cadangan,jika tersedia;

Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

oo

Anggaran sebelumnya,jika ada;
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencanakeadaan darurat,dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.



(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang
anggarannya,yang selanjutnya diusulkan dalam ranc
Desa tentang Perubahan APBDesa,

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud
kriteria:

a.

pPenanggulangan
belum tersedia
angan Peraturan

pada ayat(1) harus memenuhi

Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivit
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
€. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosial;dan

e. Berskala lokal desa.

as pemerintah Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan d
tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
obyek belanja;dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahuluj perubahan APBDesa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

alam pendapatan Desa pada

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Bongkok.

l}/i,te}:apl%n di: Bongkok
/R8N : 05 Agustus 2025
’&\é/\m DESA BONGKOK,

(;@' KEPALA DESA [} |,

-\ skox ) )

W\ e[ b
% . N4
SOPDONLANDREANTO,S.Tr.Kes
N

Diundangkan di :Bongkok

Pada tanggal : 05 Agustus 2025
SEKRETARI§ DESA BONGKOK,

ADI MULYONO
LEMBARANDESA BONGKOK TAHUN 2025 NOMOR 03



